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Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran
yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media
informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui
pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan
berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Februari 2020
Kepala Dinas Ungkungan Hidup dan
AI.(fhutanan oy




Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019

dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang

berkualitas”:

Diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan
bidang lingkungan hidup (Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH
pada tahun akhir RPJMD x 100%).

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni
Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Program
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Tutupan
Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengelolaan
Persampahan Regional, dan Program Pengembangan Pembibitan
Kehutanan .

Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 91,47%; sampai
dengan bulan Desember 2019 terealisir 92,29%. Dengan demikinan capaian
ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian
dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,90 %.

Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 93,26%,
capaian tahun 2019 menurun 1,03 %.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya produksi kehutanan”:

Diukur dengan indikator nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (nilai
subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni
Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan, Program Pengelolaan
Hutan Konservasi, serta Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan
Lindung.

Target capaian indikator sasaran tahun 2019 adalah sebesar 742.060 juta
rupiah. Sehubungan dengan proses perhitungan yang belum final dari BPS
DIY, maka realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar




1.020.262,40 juta rupiah. Capaian ini terhitung telah melampaui target.
Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%)
mencapai 137,49 %.

- Karena nilai tersebut menggunakan capaian tahun lalu, maka hasil capaian

2019 tidak dapat dibandingkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa

tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1.
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Alih fungsi lahan

Pencemaran air

Pengelolaan sampah

Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan tanpa izin

Pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau dalam perencanaan
pembangunan ekonomi

Resolusi permasalahan tenurial

Penyediaan bibit kehutanan yang berkualitas
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BAB |

Pendahuluan

Bab | berisi :
1. Cascading Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
2. Mandat Kinerja, Proses

Bisnis  dan  Struktur

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-

Organisasi jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah
3. EE;;HFU”QS’ dan Peta  paerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas
4. lIsu-Isu Strategis penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD

5. Dukungan SDM, Sarana-
Prasarana dan Anggaran

6. Tindak Lanjut atas 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Rekomendasi LHE SAKIP
Tahun sebelumnya

dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016
tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja

instansi

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based
Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 — 2022. Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar I.1 Cascading Kinerja

RPJMD DIY 2017 - 2022
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“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat
Manusia Jogja”
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Berkeadaban
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Tujuan Pemda: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan, dan
penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang
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mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta
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Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(Pertanian, Industri, Pengolahan, Jasa)

Indikator: Kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan,
penyediaan akomodasi dan makanan serta perdagangan

dalam PDRB DIY
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1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran DLHK DIY #1 Tata
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yang Berkualitas

dan Kehutanan DIY
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KEPALA

KELOMPOK SEKRETARIS
JABATAN
FUNGSIONAL |
| | 1
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Sumber: Perdais DIY No. 1 Tahun 2018, Pergub DIY No.59 Tahun 2018

— Persampahandan

Limbah B3

1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
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Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam

RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang

kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar

berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY

kehutanan;

dan Kehutanan DIY sebagai berikut

lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2018 tentang Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung
perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan

Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan

11




Pembinaan pengendalian lingkungan hidup;

Pengelolaan keanekaragaman hayati;

Pembinaan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
Pengelolaan sampah di TPA/TPST regional;

© N O U A

Pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pengaduan dibidang izin lingkungan

dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup);

9. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penaatan
lingkungan;

10. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;

11. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;

12. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;

13. Pelaksanaan keplanologian, produksi hutan dan pemasarannya;

14. Pelaksanaan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan;

15. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perhutanan sosial dan
penyuluhan kehutanan;

16. Fasilitasi rehabilitasi dan pemanfaatan lahan di tanah Kasultanan (SG) dan tanah
Kadipaten (PAG) melalui pengembangan kehutanan;

17. Pengelolaan kawasan hutan;

18. Pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara;

19. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kehutanan;

20. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

21. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan

22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan

tugasnya

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam
jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun
2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional Jabatan Pelaksana
1.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan | 1.  Dibawah Kasubag Keuangan
Kehutanan 1) Bendahara
2. Sekretaris 2)  Pengelola Gaji
1) Kasubag Keuangan 3)  Pengadministrasi Keuangan
2)  Kasubag Umum 4)  Pengelola Akuntansi
3)  Kasubag Program 5)  Verifikator Data Laporan Keuangan
3.  Kabid Penaatan, Pengkajian dan 2.  Dibawah Kasubag Umum
Pengembangan Kapasitas 1) Pengelola Barang Milik Negara
Lingkungan Hidup 2)  Pengadministrasi Kepegawaian
1) Kasi Penaatan dan Penegakan 3)  Pengadministrasi Persuratan
Hukum Lingkungan 4)  Pranata Kearsipan
2)  Kasi Pengkajian Lingkungan 5)  Teknisi Sarana dan Prasarana
Hidup 6) Pengadministrasi Umum
3) Kasi Pengembangan Kapasitas 7) Pengemudi
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10.

11.

12.
13.

Kabid Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan Hidup

1)  Kasi Pengendalian
Pencemaran Air, Udara dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

2)  Kasi Persampahan dan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun

Kabid Planologi dan Produksi Hutan

1)  Kasi Planologi Hutan

2)  Kasi Produksi dan Pemasaran
Hasil Hutan

3)  Kasi Perhutanan Sosial dan
Penyuluhan

Kabid Rehabilitasi dan Konservasi

Alam

1)  Kasi Rehabilitasi dan
Konservasi alam

2)  Kasi Konservasi Sumber Daya
Alam

3)  Kasi Perlindungan dan
Pengamanan Hutan

Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan

Hutan Yogyakarta

1)  Kasubag Tata Usaha

2)  Kasi Perencaan dan Reboisasi

3)  Kasi Pemanfaatan Hutan

Kepala Balai Taman Hutan Raya

Bunder

1)  Kasubag Tata usaha

2)  Kasi Perencanaan dan
Restorasi

3) Kasi Pemanfaatan

Kepala Balai Laboratorium

Lingkungan

1) Kasubag Tata Usaha

2)  Kasi Pengendali Mutu

3)  Kasi Pengujian

Kepala Balai Perbenihan Kehutanan

1)  Kasubag Tata Usaha

2)  Kasi Pengembangan
Perbenihan

3)  Kasi Sertifikasi Benih dan
Kehutanan

Kepala Balai Pengelolaan Sampah

1)  Kasubag Tata Usaha

2)  Kasi Pengumpulan dan
Pengangkutan

3)  Kasi Pengolahan dan
Pemrosesan Akhir

Penyuluh Kehutanan Penyelia

Penyuluh Kehutanan Muda

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dibawah Kasubag Program

1)  Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

2)  Pengelola Sistem dan Jaringan

3)  CPNS: Pengelola Informasi Lingkungan

Dibawah Kasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan

1)  Analis Lingkungan Hidup

2)  Pengadministrasi Umum

Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup

1)  Analis Lingkungan Hidup

Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas

1)  Penyuluh Lingkungan Hidup

Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

1)  Analis Sistem Mutu dan Lingkungan

2)  Pengadministrasi Umum

Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun

1)  Analis Sistem Mutu dan Lingkungan

Dibawah Kasi Planologi Hutan

1)  Analis Pengembangan Hutan

2)  Pengadministrasi Umum

Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan

1)  Analis Pasar Hasil Hutan

Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan

1)  Pengelola Permodalan dan Aneka Usaha Perhutanan
Sosial

Dibawah Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam

1)  Analis Hutan dan Lahan

2)  Pengadministrasi Umum

Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam

1)  Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan
Kawasan Konservasi

Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1)  Analis Pengamanan Lingkungan

Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH

1)  Pengadministrasi Persuratan

2)  Pengadministrasi Keuangan

3)  Pengadministrasi Kepegawaian

4)  Teknisi Sarana dan Prasarana

5) Bendahara

6)  Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

7)  Pengelola Akuntansi

8) Pengelola Gaji

9)  Pengelola Barang Milik Negara

10) Pranata Kearsipan

11) Verifikator Data Laporan Keuangan

Dibawah Kasi Perencaan dan Reboisasi

1) Koordinator

2)  Analis Pengambangan Hutan

Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan

1)  Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha
Perhutanan Sosial




14. Penyuluh Kehutanan Madya 2)  Analis Pasar Hasil Hutan

15. Penyuluh Kehutanan Pertama 18. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder
16. Polisi Kehutanan Penyelia 1)  Teknisi Sarana dan Prasarana
17. Pelaksana 2)  Pengadministrasi Kepegawaian
18. Pengendali Ekosistem Hutan Muda 3)  Pengadministrasi Persuratan
19. Pengawas Lingkungan Hidup Muda 4)  Pengelola Barang Milik Negara
20. Calon Pengawas Lingkungan Hidup 5)  Pengadministrasi Keuangan
21. Pengendali Dampak Lingkungan 19. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi
Madya 1)  Analis Rehabilitasi dan Konservasi
22. CPNS: Pengendali Organisme 20. Dibawah Kasi Pemanfaatan
Pengganggu Tumbuhan ahli 1) Petugas Keamanan
Pertama 2)  Analis Pengembangan Hutan
23. Polisi Kehutanan Terampil 21. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan
24. CPNS : Penyuluh Kehutanan Ahli 1)  Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Pertama 2)  Teknisi Sarana dan Prasarana
25. Perekayasa Pertama 3)  Pengadministrasi Kepegawaian
26. Pengendali Ekosistem Hutan 4)  Pengadministrasi Keuangan
Pertama 22. Dibawah Kasi Pengendali Mutu

1)  Analis Penjamin Mutu
2)  CPNS: Analis Laboratorium
23. Dibawah Kasi Pengujian
1)  Analis Pengujian
2)  CPNS: Analis Lingkungan Hidup
24. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan
1)  Pengadministrasi Persuratan
2)  Teknisi Sarana dan Prasarana
3)  Pengadministrasi Kepegawaian
4)  Pengadministrasi Keuangan
5)  Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
25. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan
1)  Pengelola Teknologi Perbenihan
26. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan
1)  Analis Benih
27. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah
1)  Pengadministrasi Persuratan
2)  Pengadministrasi Keuangan
3)  Pengelola Akuntansi
28. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan
1)  Pengawas Lapangan Angkutan Sampah
2) Pengelola Sampah
29. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
1)  CPNS: Pengelola Sampah

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu
menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan
yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal




maupun lingkungan internal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai

bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan:

1. Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan
hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

Adapun isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DIY antara lain sebagai berikut:

1.

Alih Fungsi Lahan

Berkurangnya lahan terbuka menjadikan keseimbangan siklus hidrologi
menjadi terganggu. Hal ini di satu sisi menjadi ancaman bencana banjir sebagai
akibat meningkatnya aliran permukaan. Sementara di sisi lain akibat
berkurangnya resapan air ke dalam tanah maka menimbulkan ancaman
bencana kekeringan.

Pencemaran Air

Berdasarkan perhitungan dengan metode indeks pencemaran dan metode
storet dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY
diketahui bahwa pencemaran air di 10 sungai di DIY berada dalam kondisi
tercemar. Parameter bakteri koli tinja (Fecal coliform) dan total koli (Total
coliform) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar. Tingginya
parameter bakteri koli menunjukkan bahwa limbah domestik belum tertangani
dengan baik.

Pengelolaan Sampah

Penggunaan plastik dan bahan non organik lainnya yang belum terkendali
(belum ada regulasi, insentif/disinsentif maupun gerakan masif terkait
pengurangan sampah jenis tersebut) mengakibatkan terjadinya penumpukan
sampah di TPST Piyungan. Selain pendekatan preventif berupa sistem
pengelolaan sampah melalui prinsip 3R, perlu adanya penerapan pengelolaan
sampah di TPST Piyungan yang mengadopsi teknologi tinggi namun tetap
ramah lingkungan.

Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Penambangan Tanpa Izin

Kegiatan tambang tanpa izin yang terjadi di empat kabupaten di DIY didominasi
oleh pertambangan batu, pasir, dan tanah urug. Pada masing-masing area
tambang meninggalkan bekas-bekas lubang galian dan berpotensi
menyebabkan terjadinya longsor. Bekas-bekas galian menjadikan lahan area
tambang menjadi rusak dan juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum,
misalnya jalan di sekitar area tambang sebagai akibat dilalui truk-truk
pembawa hasil galian.
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5. Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Hingga tahun 2018, perhitungan nilai PDRB subsektor kehutanan masih
bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan
bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat
ekstraktif. Padahal, pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY telah berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui
pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan dan pemberdayaan masyarakat.
Peningkatan nilai PDRB subsektor kehutanan dengan strategi dan pendekatan
pertumbuhan ekonomi hijau memastikan struktur perekonomian daerah dapat
tersaji secara lebih realistis dan berkelanjutan.

6. Resolusi Permasalahan Tenurial
Konflik tenurial pada areal kawasan hutan merupakan salah satu yang
menghambat efektivitas tata kelola hutan di DIY. Ketidaksiapan calon lahan
pengganti untuk proses tukar menukar kawasan hutan, penyerobotan lahan
akibat kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan bergantung terhadap hutan,
penggunaan lahan tanpa izin, dan aksi sabotase terhadap tanda batas kawasan
hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menyelesaikan
berbagai konflik tenurial tersebut di atas. Sementara itu ketersediaan alat ukur
pemetaan yang kurang dalam hal akurasi dan perangkat komputer pemetaan
yang kurang memadai mengakibatkan proses pemetaan harus dilakukan
dengan lebih teliti dan berulang kali untuk mendapatkan data yang benar-
benar akurat.

7. Penyediaan Bibit Kehutanan yang Berkualitas
Minyak kayu putih merupakan komoditas penyumbang PAD terbesar yang
dapat dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Saat ini
pemenuhan kebutuhan bibit kayu putih masih dilakukan secara mandiri
sehingga kualitas bibit merupakan salah satu faktor dalam mengoptimalkan
produktivitas minyak kayu putih. Selain itu, banyak benih/bibit yang beredar
dimasyarakat belum terjamin mutu dan kualitasnya. Dengan ketersediaan bibit
kehutanan tersertifikasi dan berkualitas, maka akan dapat menjamin
produktivitas minyak kayu putih yang dihasilkan serta secara umum dapat
mengoptimalkan peningkatan tutupan vegetasi.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada

tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin

No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin
Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp
1 2 3 4 5 6 7 8
A. | Jabatan Struktural
1. | Kepala Dinas 1 $1,52 1 S2 Vv
2. | Sekretaris 1 S1 0 PLT - -
3. | Kasubbag Keuangan 1 S1 1 S1 v
4. | Kasubbag Umum 1 S1 0 PLT - -
5. | Kasubbag Program 1 S1 1 S2 )
6. | Kepala Bidang Rehabilitasi dan 1 S1 1 S2 v
Konservasi Alam
7. | Kepala Seksi Konservasi Sumber 1 S1 1 S2 \
Daya Alam
8. | Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan 1 S1 1 S2 v
dan Lahan
9. | Kepala Seksi Pengamanan Hutan 1 S1 1 S1 )
10. | Kepala Bidang Penaatan, 1 S1 1 S2 \'
Pengkajian dan Pengembangan
Kapasitas Lingkungan Hidup
11. | Ka Seksi Pengembangan Kapasitas 1 S1 1 S1 v
12. | Ka Seksi Penaatan 1 S1 1 S1 v
13. | Ka Seksi Kajian Lingkungan 1 S1 1 S2 v
14. | Ka Bidang Pengendalian 1 S1 1 S2 v
Pencemaran dan  Kerusakan
Lingkungan
15. | Ka Seksi Sampah dan Limbah B3 1 S1 1 S1 )
16. | Ka Seksi Pengendalian 1 S1 1 S1 v
Pencemaran Air, Udara
17 | Ka Bidang Planologi dan Produksi 1 S1 1 S2 v
Hutan
18 | Ka Seksi Planologi Hutan 1 S1 1 S1 \
19 | Ka Seksi Produksi dan Pemasaran 1 S1 1 S1 v
Hasil Hutan
20 | Ka Seksi Perhutanan Sosial 1 S1 1 \
21 Ka Balai Kesatuan Pengelolaan 1 S1 1 S2 v
Hutan (KPH) Yogyakarta
22. | Kasubbag Tata Usaha Balai KPH 1 S1 1 S1 v
23. | Ka Seksi Perencanaan Balai KPH 1 S1 1 S1 3
24. | Ka Seksi Pemanfaatan Balai KPH 1 S1 1 S1 v
25. | Ka Balai Tahura Bunder 1 S1 1 S2 \
26. | Kasubbag TU Balai Tahura Bunder 1 S1 1 S1 v
27. | Ka Seksi Perencanaan Balai 1 S1 1 S1 v
Tahura Bunder
28. | Ka Seksi Seksi Pemanfaatan Balai 1 S1 1 S1 v
Tahura Bunder
29. | Ka Balai Perbenihan Kehutanan 1 S1 1 S2 v
(BBH)
30. | Kasubbag Tata Usaha BBH 1 S1 1 S1 \
31. | Ka Seksi Pengembangan 1 S1 1 S1 v
Perbenihan BBH
32. | Ka Seksi Sertifikasi BBH 1 S1 1 S1 v
33. | Ka Balai Pengelolaan Sampah 1 S1 1 S2 3
34. | Kasubbag Tata Usaha Balai 1 S1 1 S1 Y
Pengelolaan Sampah
35. | Ka Seksi Pengangkutan 1 S1 0 - - -




No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin
Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp
1 2 3 4 5 6 7 8
36. | Ka Seksi Pemrosesan Akhir 1 S1 1 S1 3
37. | Ka Balai Laboratorium Lingkungan 1 S1 1 S2 v
38. | Kasubbag Tata Usaha Balai 1 S1 1 S1 v
Laboratorium Lingkungan
39. | Ka Seksi Pengujian 1 S1 1 S1 )
40. | Ka Seksi Pengendali Mutu 1 S1 1 S1 \
B. | Jabatan Fungsional Tertentu
1. | Penyuluh Kehutanan Penyelia 44 SMA 12 S1, D3, SMA \ \
2. | Penyuluh Kehutanan Pelaksana 1 S1 v
Lanjutan
3. | Penyuluh Kehutanan Muda S1 4 S1, D4 v v
4. | Penyuluh Kehutanan Madya 12 $1,52 7 S2,S1 Vv Vv
5. | Penyuluh Kehutanan Pertama S1 1 S1 v )
6. | Polisi Kehutanan Penyelia 1 D3,51 10 SMA,S1 V'
7. | Pengendali Ekosistem Hutan 4 S1 5 $1,52 v Y
Pertama
8. | Pengawas Lingkungan Hidup 4 S1 1 S1 \
Muda
9. | Calon Pengawas Lingkungan S1 2 S1 \
Hidup
10. | Pengendali Dampak Lingkungan 3 S1 1 S2 v
Madya
11. | Polisi Kehutanan Pelaksana 3 D3 v v
Perekayasa Pertama 1 S1 v
C. | Jabatan Fungsional Umum
Dibawah Kasubag Keuangan
1. | Bendahara 2 S1 2 S1,SMA v
2. | Pengelola Gaji 1 D3 1 S1 )
3. | Pengadministrasi Keuangan 4 SMA 4 SMA, S1 v V'
4. | Pengelola Akuntansi 1 D3 1 S2 v
5. | Verifikator Data Laporan 1 D3 1 SMA v
Keuangan
6. | Dibawah Kasubag Umum
7. | Pengelola Barang Milik Negara 4 D3 2 SMA v
8. | Pengadministrasi Kepegawaian 2 SMA 2 S1, SMP v V'
9. | Pengadministrasi Persuratan 1 SMA 1 SMP v
10. | Pranata Kearsipan 1 D3 1 S1 V'
11. | Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 1 S1 \
12. | Pengadministrasi Umum 1 D3 1 SMA \
13. | Pengemudi 1 SMA 1 SMA v
Dibawah Kasubag Program
1. | Penyusun Program Anggaran dan 4 D3 4 $1,S2 v v
Pelaporan
2. | Pengelola Sistem dan Jaringan 1 D4,S1 1 S2 v
Dibawah Kasi Penaatan dan
Penegakan Hukum Lingkungan
1. | Analis Lingkungan Hidup 4 S1, D4 D4,51,52 v v
2 Pengadministrasi Umum 1 D3 D3 v
Dibawah Kasi Pengkajian
Lingkungan Hidup
1. | Analis Lingkungan Hidup 4 S1, D4 3 S1 v v

Dibawah Kasi Pengembangan
Kapasitas




No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin
Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Penyuluh Lingkungan Hidup 4 S1, D4 2 SMP,S1 v v
Dibawah Kasi Pengendalian
Pencemaran Air, Udara dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
1. | Analis Sistem Mutu dan 4 S1, D4 2 $1,52 \
Lingkungan
2. | Pengadministrasi Umum 1 D3 1 STM v
Dibawah Kasi Persampahan dan
Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun
1. | Analis Sistem Mutu dan 4 S1, D4 3 S2,51,SMA v v
Lingkungan
Dibawah Kasi Planologi Hutan
1. | Analis Pengembangan Hutan 4 S1 3 SMA, D4,S1 v
2. | Pengadministrasi Umum 1 D3 1 SMA V'
Dibawah Kasi Produksi dan
Pemasaran Hasil Hutan
Analis Pasar Hasil Hutan 4 S1 4 S1 3 \
Dibawah Kasi Perhutanan Sosial
dan Penyuluhan
1. | Pengelola Permodalan dan Aneka 4 S1 4 SMA,D4,51 v v
Usaha Perhutanan Sosial
Dibawah Kasi Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Analis Hutan dan Lahan 4 S1 4 SMA,S1,S2 v v
Pengadministrasi Umum 1 D3 1 SMA v
Dibawah Kasi Konservasi Sumber
Daya Alam
1. | Pengelola Pemeliharaan 4 S1 4 SKMA,S1,52 v v
Konservasi Lingkungan dan
Kawasan Konservasi
Dibawah Kasi Perlindungan dan
Pengamanan Hutan
1. | Analis Pengamanan Lingkungan 3 S1 4 SMA,S1 3 )
Dibawah Kasubag Tata Usaha
Balai KPH
1. | Pengadministrasi Persuratan 1 D3 1 SMA v
2. | Pengadministrasi Keuangan 4 D3 6 SMP, SMA,S1 v v
3. | Pengadministrasi Kepegawaian 2 D3 2 SMA,S2 \
4. | Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 2 SMP v
5. | Bendahara (Pembantu) 2 S1 2 SMA,S1 v
6. | Penyusun Program Anggaran dan 4 D4,51 1 S1 v
Pelaporan
7. | Pengelola Akuntansi 1 D3 1 S1 v
8. | Pengelola Gaji 1 D3 1 S1 \
9. | Pengelola Barang Milik Negara 4 D3 2 SMA,S1 v
10. | Pranata Kearsipan 1 D3 1 SMA v
11. | Verifikator Data Laporan 1 D3 1 SMA v
Keuangan
Dibawah Kasi Perencaan dan
Reboisasi
Koordinator 69 SD, SMA,S1 V'
Analis Pengembangan Hutan 4 S1 1 S1 v
Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan




No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin
Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pengelola Perhutanan Sosial dan 11 SD,SMP,SMA,S1 Vv
Aneka Usaha Perhutanan Sosial
2. | Analis Pasar Hasil Hutan 4 S1 2 SMA, S1 v
Dibawah Kasubag Tata Usaha
Balai TAHURA Bunder
1. | Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 1 SMP \
2. | Pengadministrasi Kepegawaian 2 D3 1 SMA v
3. | Pengadministrasi Persuratan 1 D3 1 D3 v
4. | Pengelola Barang Milik Negara 4 D3 1 S1 3
5. | Pengadministrasi Keuangan 4 D3 1 S1 v
6. | Penyusun Program 4 D4,S1 1 S1 \
Dibawah Kasi Perencanaan dan
Restorasi
1. | Analis Rehabilitasi dan Konservasi 4 SMA, S1 v
Dibawah Kasi Pemanfaatan
Petugas Keamanan 4 SD, SMA v
Analis Pengembangan Hutan 4 S1 2 SMA,S1 ) v
Dibawah Kasubag Tata Usaha
Balai Laboratorium Lingkungan
1. | Penyusun Program Anggaran dan 4 D4,S1 1 S1 v
Pelaporan
2. | Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 1 SMA 3
3. | Pengadministrasi Kepegawaian 2 D3 1 SMA v
4. | Pengadministrasi Keuangan 4 D3 1 SMP
5. | Pengadministrasi Persuratan 1 D3 1 SD v
6. Pelaksana 1 S1 \
Dibawah Kasi Pengendali Mutu
1. | Analis Penjamin Mutu 2 S1 v v
Dibawah Kasi Pengujian
1. | Analis Pengujian 1 S2 v
Dibawah Kasubag Tata Usaha
Balai Perbenihan Kehutanan
1. | Pengadministrasi Persuratan 1 D3 1 SMA v
2. | Teknisi Sarana dan Prasarana 1 D3 1 SMA v
3. | Pengadministrasi Kepegawaian 2 D3 1 SMA v
4. | Pengadministrasi Keuangan 4 D3 1 D3 \
5. | Penyusun Program Anggaran dan 4 D4,51 1 S1 v
Pelaporan
Dibawah Kasi Pengembangan
Perbenihan
1. | Pengelola Teknologi Perbenihan 4 SMP, SMA, S1 v \
Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan
Kehutanan
1. | Analis Benih 4 SMA, S1 v v
Dibawah Kasubag Tata Usaha
Balai Pengelolaan Sampah
1 Pengadministrasi Persuratan 1 D3 1 SMA v
2. | Pengadministrasi Keuangan 4 D3 1 S1 v
3. | Pengelola Akuntansi 1 D3 1 SMA v
Dibawah Kasi Pengumpulan dan
Pengangkutan
1. | Pengawas Lapangan Angkutan 1 SMA v
Sampah
Dibawah Kasi Pengolahan dan




No Jabatan Formasi Pegawai yang ada Jenis Kelamin
Jml Kualifikasi Jml Kualifikasi Laki Peremp
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemrosesan Akhir
1. | Pengelola Sampah 1 SMA v
CPNS
1. | Analis Perencanaan Anggaran 1 S1 v
2. | Pengelola Informasi Lingkungan 1 D4 )Y
3. | Pengendali Organisme 1 S1 v
Pengganggu Tumbuhan Ahli
Pertama
4. | Penyuluh Lingkungan Hidup 4 S1, D4 1 S1 v
5. | Penyuluh Kehutanan Pertama 3 D3,51 )
6. | Polisi Kehutanan 2 S1 \
7. | Analis Laboratorium 1 S1 \
8. | Analis Lingkungan Hidup 4 S1, D4 1 S1 v
Pegawai Yang Dibebastugaskan
1. | Tugas Belajar 1 S1 v
2. | CutidiLuar Tanggungan Negara 1 D4 v
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Sumber: Data Terpilah Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY relatif proporsional dan merata antara laki-laki dan perempuan,
didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 118 orang (38,43%), disusul oleh jenjang
pendidikan S2 sebanyak 33 orang (10,74%), D4 7 orang (2,28%), D3 4 orang (1,30%), setara
SLTA 117 orang (38,11%), setara SLTP 19 orang (6,18%), setara SD 9 orang (2,93%) . Rasio
pejabat struktural berjenis kelamin laki — laki dibanding perempuan sebesar 23:14. Hingga
akhir tahun 2019, jabatan struktural yang belum terisi karena pejabat sebelumnya purna
tugas adalah Sekretaris, Ka subbag Umum (diisi oleh pejabat pelaksana tugas) dan Ka Seksi
Pengangkutan (tanpa pejabat pelaksana tugas). Meskipun demikian, secara umum

komposisi dan jumlah pegawai tersebut di atas telah sesuai dengan beban

pekerjaan/kebutuhan.
Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

Gol. Nama Bidang Barang Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)”
01 TANAH 41 37.432.470.972,00
01.01 Tanah 41 37.432.470.972,00
02 PERALATAN DAN MESIN 2.953 49.071.376.181,92
02.02 Alat —alat Besar 82 22.404.776.172
02.03 Alat — alat Angkutan 188 5.606.267.365
02.04 Alat Bengkel dan Alat Ukur 104 748.952.029
02.05 Alat Pertanian 22 142.362.500
02.06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.007 7.538.540.973
02.07 Alat Studio dan Alat Komunikasi 272 1.535.922.933
02.08 Alat — alat Kedokteran 0 0
02.09 Alat Laboratorium 276 11.088.054.210
02.10 Alat — alat persenjataan/Keamanan 2 6.500.000
03 GEDUNG DAN BANGUNAN 151 38.318.459.229,00
03.11 Bangunan Gedung 148 38.004.499.349




Gol. Nama Bidang Barang Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)”
03.12 Monumen 3 313.959.880
04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 128 26.973.731.679,00
04.13 Jalan dan Jembatan 50 13.465.207.781
04.14 Bangunan Air/Irigasi 30 12.450.055.346
04.15 Instalasi 28 603.790.027
04.16 Jaringan 20 454.678.525
05 ASET TETAP LAINNYA 3.890 1.128.499.187,00
05.17 Buku Perpustakaan 3.793 187.658.701
05.18 Barang Bercorak Kebudayaan 90 30.600.000
05.19 Hewan dan Ternak Serta Tanaman 7 910.240.486
05.20 Aset Tetap Renovasi 0 0
06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0 0,00
06.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0
07 ASET TIDAK BERWUJUD 20 7.033.393.750,00
07.22 Aset Tidak Berwujud 20 7.033.393.750

Jumlah 7.183 159.957.930.998,92

“INilai aset sudah memperhitungkan penyusutan di tahun 2019

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda enam, 18 (delapan belas)

unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, dan 77 (tujuh

puluh tujuh) unit kendaraan roda dua.

2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 3 (tiga) unit unit kendaraan roda empat, 74
(tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan

prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun UPTD yang tersebar di 4

kabupaten. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing —

masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruang masing — masing. Selain

itu juga terdapat 4 (empat) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang,

ruang tamu, ruang laktasi, dan toilet di masing — masing bidang/balai. Selain itu

Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan

laboratorium. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling

cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia

dalam kondisi baik.
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Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019

Tahun Belanja Tidak Belanja Langsung Jumlah
Langsung
1 2 3 4
2018 | BLH DIY Rp. 2.981.929.828,00 | Rp.25.157.533.425,00 Rp. 28.139.463.253,00
Dishutbun DIY Rp.21.671.801.204,00 | Rp.19.584.534.979,00 Rp. 41.256.336.183,00
Total Rp.24.653.731.032,00 | Rp.44.742.068.404,00 Rp. 69.395.799.436,00
2019 Rp.21.426.406.970,00 | Rp.49.732.083.860,00 Rp.71.158.490.830,00

Secara umum,

terjadi kenaikan anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Belanja tidak langsung mengalami

penurunan sebesar Rp.3.227.324.062,00 karena ini terkait beberapa hal seperti
berkurangnya jumlah pegawai baik yang dimutasi maupun yang memasuki purna

tugas. Sedangkan untuk belanja langsung, terjadi kenaikan sebesar

Rp.4.990.015.456,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk

membiayai program/kegiatan Dinas.

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018

No

Saran/Rekomendasi

Tindak lanjut

1.

Surat Inspektur DIY
Nomor : 700/01372 tanggal 6 Mei 2019,

perihal Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi  Sistem  AKIP  Dinas
Kehutanan dan Perkebunan DIY.
Substansi:

1. Dinas Kehutanan dan

Perkebunan DIY memperoleh
nilai sebesar 78,59 kategori BB
dengan interpretasi sangat baik,
akuntabel, berkinerja baik dan
memiliki  sistem manajemen
kinerja yang andal
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
DIY beserta

seluruh jajarannya agar lebih

dan Kehutanan

optimal dalam mencapai output
dan outcome kegiatan yang

ditargetkan dan

Upaya yang dilakukan sebagai langkah
tindak lanjut:

1. Pembinaan rutin pegawai yang

dilakukan seminggu sekali dalam

bentuk apel, pertemuan pejabat
eselon II-1ll seminggu sekali maupun
pembinaan rutin subbag/seksi yang
dilaksana-kan minimal 1 bulan sekali
yang dilaporkan
DIARINDU;

2. Perubahan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup DIY Tahun 2017-

2022 untuk menyelaraskan tujuan,

dalam  form

sasaran strategis, arah kebijakan,
strategi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY dengan RPJMD DIY
2017 - 2022;

3. Dinas dan

Lingkungan  Hidup
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Nomor : 700/01368 tanggal 6 Mei 2019,
perihal Laporan Hasil Evaluasi
Sistem  AKIP

Lingkungan Hidup DIY.

Implementasi Badan

Substansi:
1. Badan Lingkungan Hidup DIY

memperoleh  nilai  sebesar
80,27% kategori A dengan
interpretasi memuaskan,
memimpin perubahan,

berkinerja tinggi dan sangat
akuntabel;

2. Telah mempertahankan atas
kinerja yang dilaporkan

(Indikator Kinerja Utama) dalam

rangka  pencapaian  tujuan
organisasi;

3. Kepala Badan Lingkungan Hidup
DIY beserta seluruh jajarannya
agar mempertahankan atas
ketercapaian kinerja Output,

Outcome dan Indikator Kinerja

Utama (IKU)

pencapaian tujuan organisasi.

dalam rangka

No Saran/Rekomendasi Tindak lanjut
memperhatikan kesesuaian Kehutanan DIY berkomitmen untuk
Renstra, Renja dan LAKIP. meningkatkan  capaian  kinerja
organisasi dengan mempersiapkan
2. Surat Inspektur DIY dokumen perencanaan dengan baik,

melaksanakan monitoring
pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan serta
melaksanakan evaluasi atas
pencapaian output/outcome secara
periodik baik mingguan, bulanan,

dan triwulanan.




BAB 2

Perencanaan

Bab 2 Berisi dan Perjanjian Kinerja

1. Tujuan, Sasaran dan

Indikator Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun pertama

OPD penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance
2. Strategi dan Arah Based Organization). Melalui Peraturan Daerah
Kebijakan

Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
3. Struktur  Program .
dan Kegiatan 2019 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

4. Perjanjian  Kinerja Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan
Tahun 2019 Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (inline)

5. Instrumen  Pendu-
kung Capaian Kiner-
ja OPD

dengan alur (cascading) kinerja visi, misi, tujuan,
sasaran, program Pemda, dan program OPD yang
diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 —2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan
penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika
program/kegiatan selama kurun waktu 2017 — 2022. Renstra ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 — 2018 sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109
Tahun 2018.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata
kelola pemerintahan vyang didukung oleh program sinergtas tata kelola
pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup
yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari




Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima

tahun sebagai berikut:

Tabel 1l.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022

SASARAN | INDIKATOR Baseline TARGET TAHUNAN Target
NO. SATUAN Akhir
STRATEGIS KINERJA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Terwujudnya | Persentase % 85,64 88,56 91,47 94,39 97,02 100 100
tata kelola | ketercapaian
lingkungan sasaran
hidup  yang | pembangunan
berkualitas bidang
lingkungan
hidup
2. Meningkatnya | Nilai Juta 720.236 | 734.713 | 742.060 | 749.480 | 756.975 | 764.545 | 764.545
nilai produksi | subsektor rupiah
kehutanan kehutanan
dalam PDRB
DIY

Sumber : Cascading RPJMD DIY 2017 — 2022
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah,

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 11.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Terwujudnya 1. Melaksanakan a. Melaksanakan penaatan dan penegakan
Tata Kelola pengkajian dan hukum lingkungan terpadu
Lingkungan penaatan b. Melaksanakan pengkajianlingkungan
Hidup yang lingkungan hidup
Berkualitas hidup
2. Mengendalikan a. Mengendalikan pencemaran air, udara
pencemaran dan tanah
dan kerusakan b. Mengelola sampah dan limbah B3
lingkungan
3. a. Meningkatkan kapasitas pengelolaandan
Mengembangk penghargaan lingkungan hidup
an kapasitas b. Meningkatkan mutulaboraturium
lingkungan lingkungan
hidup c. Melaksanakan pengujian parameter
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan
kualitas lingkungan
4. Mengelola Melaksanakan perlindungan dan
tutupan pengamanan hutan

vegetasi dan
konservasi
Sumber Daya
Alam

Melaksanakan konservasi sumberdaya
alam

Melaksanakan rehabilitasi hutan dan
lahan

5. Melaksanakan
pengelolaan
persampahan
regional

Melaksanakan pengelolaan pengumpulan
dan pengangkutan sampah

Mengelola sarana dan prasarana
penanganan sampah regional

6. Mengembangkan
pembibitan
kehutanan

Mengembangkan perbenihan tanaman
kehutanan

Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan
peredaran benih bibit tanaman

Meningkatnya
Nilai Produksi
Kehutanan

1. Melaksana

kan
perencana
an danbina
usaha
kehutanan

Mengelola perhutanan sosial
Melaksanakan penatausahaan produksi
hasil hutan

Melakukan penataan hutan

2. Mengelola hutan
produksi dan
hutan lindung

Melakukan perencanaan pengelolaan
sumberdaya hutan

Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya
hutan

3. Melaksanakan
pengelolaan
hutan
konservasi

Melaksanakan Pengelolaan Tahura
Bunder

Mengembangkan pelayanan pemanfaatan
Tahura

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup DIY 2017 — 2022

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya

sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 maupun program

dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

Sasaran

Program/Kegiatan

Jumlah Anggaran (Rp)

1.Terwujudnya tata
kelola lingkungan

1.1. Program

Pengendalian

Kerusakan Lingkungan

Pencemaran

dan

2.213.360.600
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Sasaran Program/Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
hidup yang | 1.1.1. Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan 1.569.386.600
berkualitas Tanah

1.1.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

643.974.000

1.2. Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan
Hidup

1.585.290.200

1.2.1. Pengkajian Lingkungan Hidup

1.281.935.600

1.2.2. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Terpadu

303.354.600

1.3. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan
Hidup

2.546.713.870

1.3.1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan

Penghargaan Lingkungan Hidup

1.376.430.870

1.3.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

1.170.283.000

1.4. Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan
Konservasi Sumberdaya Alam

13.282.964.170

1.4.1. Peningkatan Tutupan Vegetasi

2.496.698.000

1.4.2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS

7.716.602.670

1.4.3. Konservasi Sumberdaya Hutan

777.538.000

1.4.4. Pengamanan Hutan

299.907.500

1.4.5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)

1.992.218.000

1.5. Program Pengelolaan Persampahan Regional

8.736.996.000

1.5.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 8.736.996.000
Penanganan Sampah Regional
1.6. Program Pengembangan Pembibitan 562.148.000
Kehutanan
1.6.1. Pengembangan Perbenihan Tanaman 504.508.000
Kehutanan
1.6.2. Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran 57.640.000

Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan

Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1

28.927.472.840

2.Meningkatnya nilai

produksi
kehutanan

2.1. Program Perencanaan dan Bina Usaha 751.573.000
Kehutanan

2.1.1. Penataan Hutan 314.984.000

2.1.2. Penatausahaan Produksi Hasil Hutan 126.704.000

2.1.3. Pengelolaan Perhutanan Sosial 309.885.000

2.2. Program Pengelolaan Hutan Produksi dan
Hutan Lindung

8.600.780.200

2.2.1. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya 414.995.000
Hutan
2.2.2. Perlindungan Hutan 720.105.000

2.2.3. Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya
Hutan

7.465.680.200

2.3. Program Pengelolaan Hutan Konservasi

1.573.274.500

2.3.1. Operasional Teknis Pengelolaan Tahura

179.995.000




Sasaran Program/Kegiatan

Jumlah Anggaran (Rp)

Bunder

Tahura

2.3.2. Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan

1.393.279.500

Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2

10.925.627.700

Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran

39.853.100.540

Tabel 11.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No. Program/Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)
1 2 3
Dinas Induk
1. | Program Administrasi Perkantoran 5.267.044.120
1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.563.038.720
1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 3.004.157.900
1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 699.847.500
2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.052.801.500
2.1. Pembangunan/Rehabilitasii Rumah dan Gedung Kantor 888.019.000
2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 848.500.000
2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 699.872.500
2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 202.590.000
2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.413.820.000
3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 26.364.000
3.1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian 26.364.000
Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
4. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 532.773.700
Kinerja dan Pelaporan Keuangan
4.1. Peyusunan Laporan Kinerja SKPD 19.653.500
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 30.388.200
4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta 445.000.000
Pengembangan Data dan Informasi
4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 37.732.000
SKPD
Balai KPH Yogyakarta
1. | Program Administrasi Perkantoran 1.967.397.750
1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 359.828.850
1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1.489.400.900
1.3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 118.168.000
2. | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 833.413.500
2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor 205.146.000
2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 32.500.000
2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 204.247.500
2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 7.300.000
2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 384.220.000
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No. Program/Kegiatan Jumlah Anggaran (Rp)

1 2 3

Total Anggaran Pendukung 12.679.794.570

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur
DIY sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun
2019

X Indikator Target .
No.| Sasaran Strategis L. Satuan Triwulan Target
Kinerja Tahunan
1. | Terwujudnya tata | Persentase % 91,47 Triwulan | -
kelola lingkungan | ketercapaia Triwulan Il -
hidup yang | n sasaran Triwulan IlI }
berkualitas pembangun
an  bidang Triwulan
lingkungan v 91,47
hidup
2. | Meningkatnya nilai | Nilai Juta 742.060 Triwulan | -
produksi kehutanan | subsektor rupiah Triwulan |l -
kehutanan Triwulan I -
dalam PDRB I
Triwulan
DIy " 742.060

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP)  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  DIY  adalah  aplikasi
sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana
Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi
capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD. Selain itu Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga memiliki aplikasi database LHK untuk
mendukung rekapitulasi IKLH Tahun 2019.
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Gambar II.5. Aplikasi Pendukung Capaian Kinerja
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BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY telah
Tahun 2019 melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang

2. Evaluasi dan

e ) diperjanjikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Analisis Capaian

Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019.

Kinerja Sasaran
Strategis Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri
3. Realisasi Anggaran Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-
4. Inovasi an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel
berikut:
Tabel lll.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
No. . . Kode
Kinerja Kinerja
1. 91 <100 Sangat Baik
2. 76 <90 Tinggi Hijau Muda
3. 66 <75 Sedang Kuning Tua
4, 51<65 Rendah Kuning Muda
5. <50 Sangat Rendah _

< Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017




Tabel 11l.2 Capaian Kinerja Tahun 2019

TAHUN 2019 TARGET
NO SASARAN INDIKATOR/META SATUAN Base TAR REALI PERSEN | KRITERIA AKHIR
STRATEGIS INDIKATOR line Capaian RPJMD
2017 2018 GET SASI TASE / KODE
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya tata Indikator: % 85,6 93,26 91,4 93,41 102,12
kelola lingkungan Persentase 4 7
hidup yang ketercapaian sasaran
berkualitas pembangunan bidang
lingkungan hidup
Meta Indikator:
Capaian IKLH tahun N
yang tercapai/target
IKLH pada tahun akhir
RPJMD x 100%
2 Meningkatnya Indikator: Juta 720. 1.0202 742. | 1.020262 | 137,49
nilai produksi | Nilai subsektor| rupiah 236 62.4 060 A4%)
kehutanan kehutanan dalam
PDRB DIY
Nilai subsektor
kehutanan dalam
PDRB DIY tahun n
(ADHK)

*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan capaian

tahun 2018)

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai

berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang

berkualitas diukur dengan 1 indikator.

persentase ketercapaian

Indikator tersebut vyaitu indikator

sasaran pembangunan bidang

lingkungan hidup.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel I1l.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

lingkungan hidup yang
berkualitas

pembangunan bidang lingkungan hidup

tercapai/target
tahun akhir RPJMD x 100%

NO Sasaran Indikator Meta Indikator
1 2 3 4
1 Terwujudnya tata kelola | Persentase ketercapaian sasaran | Capaian IKLH tahun N vyang

IKLH

pada




Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup
diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra
dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS,
BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan
adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;

2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter
SO2 dan NO2. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas
udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan
lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di
DIY vyang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian

Lingkungan Hidup (KLHK).
Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah

IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL)

kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola

Dengan demikian realisasi
lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian
sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 11.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No Indikator Sasaran Capai 2019 Target Capaian s/d
an Target | Realis % Akhir 2019
2018 (%) | asi(%) | Realisas | Renstra terhadap
(%) i Tahun targeot 2022
2022 (%) (%]
2 3 4 5 6 7 8

Persentase 93,26 91,47 92,29 100,90 100 92,29

ketercapaian sasaran

pembangunan bidang

lingkungan hidup

Berdasarkan hasil penghitungan masing — masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk
tahun 2019 sebagai berikut:
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Tabel I11.5 Nilai IKLH dan Penghitungan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Indikator Sasaran Target Realisasi
IKA 34,2 38,65
IKU 87,06 85,25
IKTL 55,5 59,70
IKLH 2019 60,51 61,05
IKLH Tahun Terakhir Renstra 66,15 Belum tersedia
Persentase ketercapaian sasaran pembangunan | 60,51 x 100% | 61,05 x 100%
bidang lingkungan hidup 2019 66,15 66,15
Nilai realisasi IKLH 2019 x 100% 0 0
Nilai Target IKLH 2022 91,47% 92,29%
Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019
Berdasarkan tabel [lIl.5, untuk persentase ketercapaian sasaran

pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2018 sebesar 93,26%, maka capaian
kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun 2019 menurun
0,97%. Akan tetapi, karena target kinerja tahun 2019 adalah 91,47% maka Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sudah berhasil memenuhi dengan persentase
realisasi sebesar 100,89%. Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran
pembangunan bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022)
ditargetkan mencapai 100%. lJika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih
terdapat selisih 7,71%.

Tabel 111.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2017, 2018 dan 2019 dibandingkan
dengan IKLH Nasional Tahun 2018

IKA IKU IKTL IKLH
DIY 2017 33,9 88,08 35,6 50,83
DIY 2018 40,25 84,24 60,86 61,69
DIY 2019 38,65 85,25 59,90 61,13
IKLH Nasional 2018 72,77 84,74 61,03 71,67
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Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa nilai IKLH DIY selalu
di bawah nilai IKLH Nasional. Nilai IKA dan IKTL DIY pada tahun 2019 menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun demikian, khusus untuk nilai IKU pada

tahun 2019 kembali meningkat dan bahkan melebihi nilai IKU nasional.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketercapaian Pembangungan di Bidang

Lingkungan Hidup

Perhitungan IKA Tahun 2019 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas
air sungai terhadap 7 parameter (BOD, DO, COD, TSS, PO4, bakteri koli tinja dan
bakteri Koli total). Pemantauan dilakukan di 10 (sepuluh) sungai selama 3 (tiga)
periode. Setiap periode terdiri dari 50 (lima puluh) titik, sehingga keseluruhan data
yang ada 150 (seratus lima puluh) titik. Langkah perhitungan dilakukan melalui
penentuan satus mutu air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan
didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks.

Tabel 1.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY

Nilai Indeks Nilai Indeks Nilai Indeks R?;Z;R;Sta
Nama Sungai Pgncemaran P'encer'naran P.encernaran Pencemaran
Air Periode | Air Per|<?de Il Air Periode Il Air (Per
(Maret) (Juni) (September) Sungai)
Winongo 47,5 42,5 40 43,333
Code 52,5 40 35 42,500
Gajahwong 40 27,5 22,5 30,000
Tambakbayan 50 35 45 43,333
Kuning 50 35 30 38,333
konteng 50 25 15 30,000
Bedog 50 34 38 40,667
Belik 50 30 29,997 36,666
Bulus 60 30 30 40,000
Oyo 50 30 45 41,667
g;'f:,'e'iﬁ’ Z‘;“gai pIY 50 32,9 33,0497 38,650
Nilai IKA DIY 2019 38,65

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019
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Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO2
dan SO2. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang
menggunakan bahan bakar bensin, dan SO2 mewakili emisi dari industry dan
kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang
mengandung sulfur lainnya. IKU daerah dihitung dari data pengukuran kualitas
udara ambien dengan metode passive sampler di 20 titik pantau yang tersebar di
kabupaten/kota di DIY, yang mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman
dan perkantoran dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program European Union melalui
European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu
“Common Information to European Air” (Citeair Il), yang digunakan sejak 2006.
Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam harian dan tahunan. Perhitungan
indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap stadar
European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi
standar EU. Sebaliknya apabila indeks <1 artinya kualitas udara memenuhi standar
EU. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH.

Tabel 111.8 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara di DIY

Parameter Rerata Pemantauan 2019 Referensi EU Index
NO, 13.53 40 0.338
SO, 7.85 20 0.393
Index Udara 0.365

(Index Annual model EU-leu)

Index Udara DIY 2019 85.25

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas TH (Tutupan
Hutan). Untuk itu, luas tutupan vegetasi selain hutan terlebih dahulu dilakukan
konversi performa. Setelah luas hutan dan luas tutupan vegetasi terkonversi
dijumlah, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diketahui luas TH. Selanjutnya

IKTL dihitung dengan rumus:

IKTL = 100 — ((84.3 — (TH x 100)) x 50/54.3)

Keterangan :
84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua
TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas
wilayah)
50 dan 54,3 : Konstanta
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Tabel 111.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY

No. Jenis Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Faktor Hasil Konversi
konversi
1. Kawasan Hutan, terdiri dari: 19.133,7 1 19.133,7
a. Hutan Lindung : 2.297,61 ha
b. Hutan Produksi : 13.519,47 ha
¢. Hutan Konservasi: 3.316,88
1)CA:11,88 ha
2) SMS : 619,82 ha
3) Taman Nasional: 2.050,05 ha
4) Taman Wisata Alam : 1,03 ha
5) Taman Hutan Raya : 634,1 ha
2. Hutan Rakyat 78.599,69 1 78.599,69
3. Perkebunan 33.999,62 0,4 13.599,85
4. Lahan pangan tak beririgasi 66.446,46 0,1 6.644,6
5. Sempadan sungai 6.454,79 0,6 3.872,27
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9.818,78 0,6 5.891,27
7. Sempadan pantai 2.311,11 0,6 1.386,66
JUMLAH 216,764,15 129.128
LUAS DIY 318.600
Nilai TH DIY 0,4053004
Nilai IKLH DIY 59,70

Sumber data : Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

3.1.2. Sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya nilai produksi kehutanan diukur

dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB

DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai

berikut:
Tabel 111.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan
NO Sasaran Indikator Meta Indikator
2 3 4
Meningkatnya nilai produksi | Nilai sub sektor Nilai sub sektor kehutanan
kehutanan kehutanan dalam PDRB dalam PDRB DIY tahun n
DIY (Juta Rupiah) (ADHK)

Capaian nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) tahun 2019 belum dirilis BPS DIY, sehingga capaian nilai PDRB sub
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sektor kehutanan masih menggunakan angka tahun 2018. Kinerja sasaran
meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator nilai sub sektor

kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 11l.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

2019 Target Capaian
Indikator Capaian Akhir 5/d 2019
No Sasaran 2018 Target Realisasi % Realisasi* Renstra | terhadap
(2022) target
2022 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Nilai sub 1.020.262,4 | 742.060 | 1.020.262,4 137,49 % 764.545 | 133,44%
sektor
kehutanan
dalam
PDRB (Juta
Rupiah)

*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan capaian
tahun 2018)

Berdasarkan tabel 111.11 kolom 5 realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam
PDRB DIY sebesar 1020262.4 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 dengan persentase realisasi sebesar
137,49%. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun
terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika
dibandingkan dengan capaian saat ini, maka sudah surplus sebesar 33,44%.
3.1.1.2. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Meskipun nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2019 belum
dapat ditampilkan, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah berdasarkan
data komponen penyumbang PDRB sub sektor kehutanan. Dengan
membandingkan dengan data komponen penyumbang PDRB sub sektor kehutanan
tahun 2018, diketahui bahwa capaian hasil tahun 2019 relatif lebih superior
dibandingkan dengan capaian tahun 2018 seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11l.12 Komponen Penyumbang PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2018 dan
2019

No. | Uraian Volume

2018 2019
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No. | Uraian Volume
2018 2019
1. Produksi kayu bulat (m3) 120.235,40 154.210,56
2. Produksi kayu olahan (m?3)
a. Produksi Bare Core (m?) 13.789,56 15.788,8472
b. Produksi Moulding (m3) - 15,7180
c. Produksi Wood Working (m3) 7.105,38 126,2976
d. Produksi Kusen (m3) - 119,2494
e. Produksi Mebel (m3) 3.822,94 3.659,53
3. Produksi hasil hutan non kayu
f.  Minyak kayu putih (liter) 44.285 39.323
g. Bambu (batang) - 127.330
4. Pengelolaan Hutan Mangunan (Rp) 2.260.603.000 2.411.134.750
5. Pengelolaan Hutan Produksi Klayar - 21.874.375
Kenet
6. Pengelolaan Hutan Produksi - 21.365.750
Ngingrong Mulo

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kinerja produksi kayu bulat DIY tahun 2019
menunjukkan hasil yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan
tahun 2018. Selain dari tebangan yang direncanakan, kenaikan jumlah produksi
juga berasal dari hasil penjualan barang curian yang dilelangkan serta penjualan
kayu bulat yang berasal dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Meningkatnya
permintaan pasar akan kayu bulat disokong dengan harga yang kompetitif juga
turut menstimulasi peningkatan produktivitas.

Volume produksi minyak kayu putih tahun 2019 relatif menurun jika
dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi sebagai akibat dari penggantian
boiler dan pemasangan hoist crane di Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran yang
memakan waktu hampir 4 bulan sehingga pabrik tidak dapat beroperasi optimal
pada kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, produksi minyak kayu putih tahun

2019 sudahh melampaui target yang telah ditetapkan (39.316 liter).
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Hingga tahun 2018, perhitungan PDRB masih menggunakan pendekatan
PDRB konvensional, khususnya untuk perhitungan nilai PDRB sub sektor kehutanan
masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini
mengesankan bahwa kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB masih
bersifat eksploitatif. Padahal, pengelolaan sumber daya hutan yang berprinsip pada
tata kelola hutan yang lestari ternyata dapat berkontribusi secara ekonomi salah
satunya melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang sekaligus mengedepankan
pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya
hutan yang berprinsip pada tata kelola hutan yang lestari juga memberikan potensi
penyerapan karbon yang apabila dengan divaluasi secara ekonomi berpotensi
memberikan nilai yang tidak kalah besar. Berikut adalah perhitungan potensi
perdagangan karbon berdasarkan luas kawasan hutan yang terdidentifikasi di
empat kabupaten di DIY.

Tabel 11l.13 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan
Tahun 2019

No. | Kabupaten Luas Kawasan hutan | Potensi Potensi Perdagangan
Yang  Teridentifikasi | Penyerapan Karbon (x Rp.1000,00)
(ha) Karbon (ton CO2)
1. Gunungkidul 15.001,15 816.962,63 816.962.629,00
2. Bantul 1.035,18 56.375,90 56.375.902,80
3. Sleman 2.051,13 242.648,68 242.648.679,00
4, Kulon Progo 1.046,49 123.799,77 123.799.767,00
Total 19.133,95 1.239.786,98 1.239.786.977,80

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2019
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 11l.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis
sebagai berikut:
3.2.1.
1. Persentase ketercapaian pembangunan di

Sasaran 1: Tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
bidang lingkungan hidup
sebesar 92,29%; dengan demikian target tercapai. Persentase realisasi
terhadap target sebesar 100,90 %,. Dibandingkan dengan target akhir
RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat penurunan sebesar 100,16 %.
Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:
a. Adanya publikasi, promosi dan sosialisasi yang gencar dilaksanakan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga

kualitas lingkungan;
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b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat seperti
Kelompok Tani Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah —
sekolah peserta Adiwiyata serta pihak — pihak terkait baik di tingkat DIY
maupun Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan

c. Terbitnya beberapa peraturan yang mendukung pengelolaan
lingkungan hidup khususnya di DIY, misalnya Perda DIY Nomor 7 Tahun
2016 tentang Baku Mutu Limbah, Pergub DIY Nomor 7 Tahun 2010
tentang Baku Mutu Air Laut, Perda DIY Nomor 5 Tahun 20017 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara, Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2010
Baku Mutu Emisi Gas Buang, Pergub Rencana Aksi Daerah Gas Rumah
Kaca, dll.

3.2.2. Sasaran 2: Meningkatnya nilai produksi kehutanan

1.

Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1020262.4 juta rupiah;

dengan demikian target tercapai. Persentase realisasi terhadap target

sebesar 137,49 %. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan

sasaran akan berhasil tercapai. Berhubung menggunakan angka sementara

berdasar capaian kinerja tahun lalu, maka hasil tidak dapat

diperbandingkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan oleh:

a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga masyarakat di sekitar
hutan untuk turut berperan serta dalam pengamanan hutan

b. Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan oleh
dinas

c. Adanya legal standing yang kuat yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang mendorong Balai KPH untuk terus eksi dalam
pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak

d. Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
pengelolaan hutan produksi yang memberikan dampak positif

e. Kegiatan — kegiatan bertema pro lingkungan swadaya masyarakat
semakin sering dilaksanakan

f. Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK,
potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu
faktor pengungkit PAD
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3.3.Realisasi Anggaran
Tabel 111.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

Kinerja Anggaran
No Sasaran Indikator % Realisasi &
Target Realisasi L. Target (Rp) Realisa
Realisasi (Rp) o
1 Terwujudnya tata Persentase 91,47% 93,41% 102,12 28.927.472.840 |18.412.408. 63,65
kelola lingkungan hidup| ketercapaian 519
yang berkualitas sasaran
pembangunan
bidang
lingkungan
hidup
2 Meningkatnya nilai Nilai subsektor 742.060 1.020.2 137,49 10.925.627.700 [9.809.196.5 | 89,78
produksi kehutanan kehutanan 62,4 84
dalam PDRB DIY
Jumlah 39.853.100.540 [28.221.605. | 70,81
103
Program pendukung 12.679.794.570 [10.798.215. | 85,16
350
Total Belanja Langsung 52.532.895.110 [39.019.820. | 74,27
453

Berdasarkan tabel II.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan
yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 39.853.100.540 terealisir
Rp.28.221.605.103atau 70,81%. Sisa anggaran sebesar Rp. 13.513.074.657atau
25,72 % antara lain bersumber dari:

e Efisiensi belanja perjalanan dinas
e Efisiensi honor narasumber dan peserta
e Sisa pengadaan barang dan jasa

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis
OPD tercapai 100 %, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar
Rp.13.513.074.657(25,72%).

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk
bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus
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dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan
pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY
diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang alam
Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi
Pelayanan Publik yang mendorong one agency, one innovation. Inovasi yang
diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan
capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan DIY telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Menggapai Mimpi Sahabat Rimba
Inovasi yang digagas Balai KPH Yogyakarta ini adalah bukti kolaborasi
pemerintah dengan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata
alam dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi daerah wisata
alam yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan. Pada tahun 2019, inovasi
ini berhasil masuk nominasi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang
diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
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BAB 4

Penutup
Bab 4 Berisi :
1. Kesimpulan Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan
2. Rekomendasi Kehutanan DIY tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai
Peningkatan kinerja berikut
erikut:

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan
bahwa: Sasaran “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”
tercapai dengan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang
lingkungan hidup sebesar 92,29%; sedangkan sasaran “Nilai sub sektor
kehutanan dalam PDRB DIY” juga tercapai dengan nilai sub sektor kehutanan
dalam PDRB DIY sebesar 1.020.262,40 juta rupiah. Pencapaian sasaran ini akan
terus ditingkatkan untuk periode tahun selanjutnya.

2. Secara garis besar, pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan DIY di tahun anggaran 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dalam pelaksanaan program kegiatan tidak dijumpai hambatan yang berarti
yang membuat kegiatan tidak terlaksana. Namun ada beberapa hal yang dapat
dijadikan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:

g. Tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan

b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam
dokumen lingkungan hidup

c. Pengelolaan hutan belum optimal
Tingkat kemiskinan desa-desa sekitar hutan masih cukup tinggi serta
belum optimalnya pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan
ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan

e. Belum adanya Survey Digital secara online untuk menilai Kepuasan
Pengunjung di Tahura Bunder

3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 tidak lepas dari beberapa
faktor pendukung berikut, antara lain:

a. Adanya publikasi, promosi dan sosialisasi yang gencar dilaksanakan,
misalnya melalui talkshow komedi di media TV lokal, iklan layanan
masyarakat di surat kabar dan radio lokal, serta sosialisasi gerakan “Gemi
Nastiti Ngati — Ati”. Selain pendekatan secara fisik itu seluruh karyawan




b.

C.

d.

dan karyawati juga dilibatkan untuk berkontribusi dalam penulisan
berita/artikel pada website dan akun sosial media resmi dinas sebagai
upaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui dunia maya.
Antusiasme dan partisipasi aktif dari masyarakat seperti Kelompok Tani
Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah — sekolah peserta
Adiwiyata serta pihak — pihak terkait baik di tingkat DIY maupun
Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai
untuk melaksanakan program kegiatan

Faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik

Aturan adalah perangkat penting dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi instansi. Dukungan peraturan baik pusat maupun daerah menjadi
dasar sekaligus instrumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, masing — masing
bidang/balai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah
menyusun SOP serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai SOP
tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Adapun untuk rekomendasi langkah — langkah perbaikan ke depan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menerbitkan rencana aksi tahun
2019 sebagai berikut:

a.

Pengembangan Pelayanan Pemantauan Kualitas Air dan udara (Kegiatan
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) untuk mengetahui
unsur pencemar yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas
air dan udara agar dapat dilakukan langkah pencegahan dan pemulihan.
Pengembangan Pelayanan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
Pelaporan Izin Lingkungan dan Pengembangan Pelayanan pada Kegiatan
Pengawasan dan Pengendalian izin usaha/kegiatan untuk mempermudah
akses informasi masyarakat dan penanggungjawab usaha kegiatan dalam
proses izin lingkungan dan proses pelaporan izin lingkungan.
Pengembangan Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm, HTR) dan kerjasama.
Pengembangan Pelayanan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan
Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam melalui
kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Hutan Pinus
Mangunan dan lokasi replikasinya (Klayar dan Ngingrong) yang mampu
meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengembangan Survey Digital untuk menilai Kepuasan Pengunjung di
Tahura Bunder
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Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No. Sasaran Indikator Satuan Baseline Target Tahunan Target
Strategis Sasaran 2017 Akhir
2018 2019 2020 2021 2022 Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Terwujudnya Persentase % 85,64 88,56 91,47 94,39 97,02 100,00 100,00
Tata Kelola ketercapaian
Lingkungan sasaran
Hidup yang pembangunan
Berkualitas bidang
lingkungan
hidup
2. Meningkatnya Nilai Juta 720.236 734.713 | 742.060 | 749.480 | 756.975 | 764.545 | 764.545
Nilai Produksi subsektor rupiah
Kehutanan kehutanan
dalam PDRB

DIY
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PEMERINTAM DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jafan Argulobang Nomer 12 Bacro Yogyshana Telepon¥ aksimile (0274) EE8518, 512447
Wetsto cishubun jogaoroy go.d Emal | cishutun@iogiprov §o id Kode Pos 86225

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangks mewujudkan mansjemen pamenniahan yang efeksf, transparan dan akuntabel
serta berorientas! pada hasil. kami yang bertanda tangan di bawah ni

Nama . M. R.SUTARTO, MP.
Jadatan - KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DfY
selanjulrya disebut PIMAK PERTAMA
<
Nama ¢ HAMENGKL BUAWONO X
Jabatan { GUBERMNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku atasan pihak pertams, selanjutrya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tabun 2019 ini benanji akan mewujudkan target kinerda yang seharusnya
sesuai lampiran perjanflan inl dalam rangka menrcapai tarpel kinera jangka menengsh seperti
yang lelah citetapkan dalam dekumen perancanaan

Keberhasian dan tegagalan pencapaan targed inara tersabut menjad tanggung wab kami,

Pihak kedua akan melskukan supanisi yang diperukan sera akan melakukan evaluasi terhadap
capaan kinefa darl perjanjian Ini dan mengambl tindakan yang dipedukan dalam rangka
pembesnian penghargaan dan sanks.

Yogyakana,

PHAK PERTAMA
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Lampiran 4. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

PENERNTAH DAERAH DAERAM ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKT Om'l'”‘ )
O Yl e e Teb. 274 542008 P 0274,812987
Wl e tag {ivag dtrod jupiey g e WHMW’.
Yogyaharta, Ob-0G" 201
Kapaca
Mot WAMBTL Y Guoomu
- , Dactah lsamann Yogyokana
Lampran - s
Hal . Lagoran Hasl Evouasi Yogyskara
s Inplerenias Sston AKP
Dinas Ketulsnan dan Perkebursn
oY

Dalam teghs sdoksansan Perakran Pemennian Nemar 8 Tahun
mmnmx-mmmnwmmw.
imebcksl Prosidan Percuon Pretidan Nomsr 25 Tatun 2016 hnfarg
Sulom Akurtabitie Kneds iars Peretniah, Fovstuan Memen
anmnmmwaﬁmmtz
Tahun 2015 tentang Pederin Evpbian 8as imphsionias Sapem AP,
mmwmmnmmm Tugas No
DTABNSPR0IE tanggal §  Mared 2018 1entang Evilias ol
nwuwa@ovwwmnmmm
Sahuturgsn dengan hal lirsatut kam, sarg Joar| Dal-hal setagai etk
1, Kaml tetah melaeaan Geskiadl atas Samm Aunisosiss Hnerjn

Aengan Jjan

a mnmmmwsmmn

b Mendai ahumatdtas kiserd nslans: pamencis,

& Nomteitss sain perbakan unhk poringkpian knéna dan

POSGLAAN UTtEOAIAS RIS
2 Delen mebsikan Evahas alas Implemencasi Sislem Aurtatitis

Knarja Insarsl Femercish (SAKP) ik Satuan Kerp Petingial
Cosrety (SKP3F o Lisgkargan Semernish Daerat Caeran Istmena
Yegpakaria, Ties Evibias) [Evdualor) inspebicrat Cotrat Istmena
Yogyakana mélshutan pealyen Wihadip aspeh-aspet  seCegw
TS
2 Aspat Ferercanaan Kires mehpod

t] Peroscarsan Siratogis. eeigutl sub. somponen Penenuhin

Rensia. Kuavay Remstes dan lrgiemeniasi Renstra,

[ Ditd2S __j
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2) Petencaraan Kinaga Tahuran dan Penanisn Kinare, melpal
sub komponen Pamesuhan Pececceroan Kisers Takbunan dan
Porjsejon Kinera, Kusbtas Ferencanaan Knera Takhunan dan
Porjarilan Kners, serfa  Implomenissi Perercaraan Kirars
Tateron can Patjanjan Knarja Tahunan

b. Aspek Pengukuran Kinesja melipull

1} Pemenuhan Pengukeran;

2} Kusltas Pesguiiran,

3} Implementasi Penguturan,

© Aapek Pelsperan Kinerqa meliput:

1) Pemaruhan Peaparan;

Z) Fangagan Informasi Kinevja,

3) Pemanfaatan niormasi Kinerjs

4. Evoluasi Intemal mefiputt

1) Pemonuhan Evalaasl:

2) Kusltas Evakasl,

3} Pemantastan Evalas

0. Percapaian SasaraniKinerja Organisasi maizult

1) Kinsra Yang di Lagorken (Cutoul)

2) Knefa Yang di Laporkan (Culcoms)

31 Kinata Yeng ¢i Laporkan (KUY

4] Kireta dori Penilalan Ssketoider

3 Hasl evdiuad yang dtwmngkan daam berok ndsl dengen kisaran
muls darl O sempai dengan $00, Oinas Kextanan dan Perkeburan
DIY mempgarcleh nish scbasar 7858 hategor BB dengan niepretas
sangat balk, auntatel, berknerdn bak dan memibei  sslen
manajemen onena yaog ansat.

4 Nial sotagainma lerselnd & alas merspelen skumudasi paniaian
terhacap seluiuh KompInen masaenen Nners yany dievauas o
Dirae Kahitaran den Passbusan DIY dangan rincan sebaga barku:
2. Perencansan fineda memparowh nisi 26.54 mau 53,43% <l

bolot sebesar 0%,

b. Pengehuran Knerja  mespercieh nidai 2042 aiau 8167% dan

bozot sebesw 25%:

¢. Pelapoan Knere mempercish ndal 31,78 atas 70.534% derl bobot
sebosa 18%;

¢ Evaussl Wamsl mempercied nd@ 7,25 aau T2 50% darl bobot
sedesar 10%,;

= Percapsan SssvanKinegs Orgerisasi mempercieh nin 1260

aau 63.02% cari botot sebesar 20%.

5. Terthadap rekomendasi yang dicetkan chh lesgelioat Doerah
Istimewa Yogyatats pade Eveiuss: it3s Implementasi SAKIP Tafn
20108 yarg laks, sudsh Fakucan tindak lanht



8 Sehusungan dengan hawl Evatussl stay Inplomentasi SAKIP Takun
2018 seped| Intsatul 2ot anghs 4, Skehemendasien hepada Kepala
Dinas Lingkungsn Hdup dan Kefdeean DIY besena  sshuvh
Jajarareye agar ‘tih ogtmsl dalam mancaial 0MpAr dan outcome
Kagwtan yang & lergefean dan ehban
Rerys dies LAKIF.

an Ranviea

Demibian Lapern Hasl Evalos! aos Imshementaai SAKE pads
Onas Wetnanas dan Perkotunan DY Tatun 2018, agw dopal
cpergurakan setagiimans mesinya.

INSPEKTUR

BRAL ISTILEWA YOGYAKARTA

Tembusan !

Kopala Dinas Lingsungan Mcup dan Ketwtanan OIY



PEMERINTAH DAERAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor

Larpian
Hal

INSPEKTORAT
Kempdek Youth Center, Jalan Kebsn Agueg, Thpead! Mintl, Knbepaten Sleman
Telepan MIT4)562089 Fakaimile (3374) 512567
Website:htpetInspemratjogfaprov.gabd Emull 1 iespektora k@ jegjaprov.goid
Kods Pas §5236
Yogyakarts, o - OG- 2019
Hepada
- 0o ¥ Gubemur
Yo Daerah Istmewa Yogyakarta
Laporan Hasi Evalussi g

Badan Lingkungan Hidep DIY

Calsm rangka pelaksanasn Peraturan Pamerintah Nomor @ Tahun

2005 wnisng Pelaporan Kevangan dan Kiness Instansi Pemerintas, Peraturan
Presiden Nomer 29 Tahun 2014 erdang Sislem Auntablios Kiseda Instansi
Pamarictah, Peratran Menlen Pendayapuraas Aparals Negara can
Aoformasi Birokrasi Nomor 12 Tahen 2015 tertang Pedoman Evaussi aas
Impinmanasi Sistem AKIP, kari sampaitan hal-hal sabagal berkat ©

1. Kamitalsh melskuban evalasi stas Sistem Akenlatiitas Kinera dengan

tyuan:
a Mempercieh nformas ientang implementas] Sivtem AKIP;
b Meniai skuntatitas knera nstansi pemerntai
¢ Nemierian saran perbaikan uniuk poningkatan dinera dan perguatan
skontstitas nstansl
Dalarm melaiusan Evaleasl otas Implemontasi Sistem Akuntabiltas
Kinarja Instansd Pemerntah (SAXIP) unhk Satuan Merja Perangkst
Dasrah (SKFD) & Linghungan Pemennishy Desrahs Dasershy lslinesns
Yogyakarta, Tim Evaluse (Evalustor) Inspetoral Daerah Istimewa
Yogyakana melakukan penialan terhadap aspak-aspek sebag s beskut
1. Aspek Perencansan Kinara meiputi
1) Pamancanasn  Stralegs, melpull sub  komgonen  Pemenunan
Renstra, Kealtas Renstra dan Implementas! Renstra
Z) Perercataan Kinetja Tahuran dan Perjanjian Kineta, maiguti sud
komponen Pemenutan Perencanaan Kinega Tahunan dan
Pudnrjisn Kinecls, Kualtss Perencanaan Kinea Tahuman dan
Farerjan Kinerja, serta  implementass Perencanasn Kinefja
Tahunan dan Perjanjan Kinerja Tabunan;

Dili, 2 L. |
VANGGAL Vomnss anil),




2. mkhnﬂmmm:
a) Pemenuhan Pengusuran,
b) Kualtas Penguiiran;
<) imglamaningl Fongukuran,
3, Aspei Pelaporan Kicarde melputt
A) Pemonuran Pelaporan
b} Penyaflan Informisi Kinera,
¢) Pemaniastan Informas| Knarja.
4. Evakas! Inlemal melpul:
) Pemenuhan Evaluast
&) Kua'ias Evalasl;
¢ Pemarfaatan Evaluas.
5, Percapalan Sesaraniinera Orgarisasi melputt
1) Kinerja Yang cl Laporkan [Gufpst),
2) Kisera Yang ¢ Laporkan {Cutcome);
3) Kinerja Yang & Laporkan {IKUK
4) Kinerjs dorl Periaian Stakahcider.
Nulmulmwunmuuummmuuimw
MOWM.HOO.MWMWM
s sebesar 80.27% kategorl A dengan imercetasi Mermaskin
mmwmmww.
_ Nisl ssbogaimana tersebus ¢l alas menpakan skumubsl pecfalin
MMMWWMMM‘NGM
mwwmmvwmmw
a Wmmmmmnumoszn&mm
sabesar 066
b. MMMMMIH.“M&”‘MW
sabesar 25%:
< mwamm1wmnmmm
sabesar 15%
a ewmnmmuur.ummmmm
sebesar 10%. .
e WWWM&‘MJ?M
70,63% dani bobot sebesar 20%.
: 1mmwmmumwmw.n
waiwmwmdwvtmnnm
mMMnMWWMmmmMm
digporian (ndikater Kinerna Utama) dalam rargka pencapaian tuuas

argansasi
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Badan Ungkungan Hidup OIY Tahun 2018, agar daps dpergunskan

sebagaimana mestnya,




Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya

PEMERINTAM DAERAN DAERAH I5TIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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Sstem ARIP Ll
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Bordmartan surst Gant Inspeitiost DY pental Lageman Ml Py
wt Ioplomaonas Ssiem AKIF Dirsee Kehatanuan dan Feibebaman DY Nomar
TOGUTINT Tanggal 06 Mer 20149 dan Lapoean Haul Evslugst s [reglemeniasi
Sastem AR Badn Dinghangan Hidep DY Nomee TOOTIESEE Tampegal 06 Mey
2009 serdapee perviaan, Coumrs dun sekomendan

Pads g pros kame e Sasil evaluans dan perdmsn sersebut 3
aias dbn wbagn lindak Largit stes seranvkemendasinma, kami maisioaneion
hat sebagar beriut

| Pembouss non pegasal yang dilakukan serreapgy sekali dalam beonk aped

pertesan posbat esadon FAI semngga selall mauous permamasn  ntin

sbbag seks yang dilasbans-kan miremal | bulan seial varg aporkan dalsm

Sorm DIARINDLY,

Pervhatan Renstm Ditss Lingksngm Hidep DIY Tabun 20072027 ustub

memyelirashmt Tguan, sasaras strteges, anh Scbiyakan, srwep Dinas

Lingkspae Hadup dan Kchusman DIY dergan RPIMD DIY 2017 - 2022,

3 Dirss Lmgtungen  Hidup den  Kehutaman DIY  bediomtmen  unuk
meninghathan capaisn Kinefa eegamisasi dengan mempessiapian dokumen
perencanaan dengan haik, mefaksanakan momitonng pelaksanasn program dae
kegisten yurg Sdubsamakan serts melibsamakan evidwns atss percapsn
output osteome secema periodk bk mungguan, belaeen, dan nwulanun

Dxemikins st perhatimnys divcaphas terivm kasih

"




